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MOTTO

“Tunjukilah Kami jalan yang lurus. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau
beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula

jalan) mereka yang sesat.” (QS. Al-Fatihah,6-7)"

"Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh

diantara bintang-bintang." (Soekarno)?
"Ketika jalan yang kau tuju terasa sulit dan memutar tidak sesuai dengan
keinginanmu, maka nikmatilah setiap jalan itu, karena disitu
Kamu akan menemukan pengalaman dan kebahagiaan yang tidak

akan pernah kamu temui." (Gings Freecs)®

1Kitab Al-Quran

2 http://kata-bijak xyz/katakata

3 Togashi, Yoshihiro. 2004. Hunter X Hunter
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Jember Tahun 2015; Rio Anwar Yusar Yahya; 090910201111; 2016; 70
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Gerakan
Keaksaraan Terpadu (GERAT) di Kabupaten Jember. Menurut Petunjuk Teknis
Great (2013-2015), program ini merupakan arahan kebijakan kabupaten Jember di
bidang pendidikan sebagai bentuk dari respon atau tanggapan dari banyaknya buta
aksara di kabupaten Jember. Buta aksara harus diberantas karena menyebabkan
indeks pembangunan manusia rendah, masyarakat tidak mampu mengikuti
perubahan zaman dan tidak berdaya, dan kemudian menumpuklah tingkat
kemiskinan. Hal ini seperti lingkaran setan yang di populerkan Todaro, untuk
memutuskan lingkaran ini program penuntasan buta aksara harus dilaksanakan
sesuai dengan tujuan semestinya.

Tujuan penelitian pelaksanaan program Gerakan Keaksaraan Terpadu
(GERAT) di Kabupaten Jember ini bertujuan agar program atau kebijakan yang
dibuat kedepannya lebih baik dan sesuai dengan realita di lapangan. Jenis
penelitian adalaha penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2015 di Kabupaten Jember.
Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data sekunder dan primer,
sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi,
wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian pelaksanaan program gerakan keaksaraan terpadu kurang
berhasil, dikarenakan data yang digunakan menggunakan data lama, sehingga
tidak relevan dengan realita di lapangan tentang sasaran penduduk, ada yang
sudah meninggal dan ada yand sudah pindah domisili. Waktu yang dibutuhkan
untuk pembelajaran kurang sehingga yang dulu lulus cepat lupa lagi.
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BAB 1 PENDAHULUAN

2. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program
Gerakan Keaksaraan Terpadu (GERAT) di Kabupaten Jember. Menurut Petunjuk
Teknis Gerat (2013-2015), program ini merupakan arahan kebijakan kabupaten
Jember di bidang pendidikan sebagai bentuk dari respon atau tanggapan dari
banyaknya buta aksara di kabupaten Jember. Hal ini menjadikan penulis tertarik

untuk melakukan penelitian akan dijabarkan sebagai berikut.

Ihsan (2013) mengatakan ‘“aksara merupakan sistem penulisan suatu
bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau
rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala
pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang
dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke
generasi berikutnya”. Buta aksara adalah ketidakmampuan seseorang untuk
membaca dan menulis tanda-tanda simbol dari sebuah sistem penulisan tata

bahasa.

Menurut Dhakidae (dalam Taryadi, 1999), Adman (2007), Hiryanto
(2008) buta huruf diartikan keberaksaraan fungsional, yaitu keberaksaraan yang
membuat seseorang mampu memecahkan persoalan sehari-hari dan bukan sekedar
bisa membaca abc saja, disesuaikan dengan kebutuhan dan profesi masyarakat,

agar masyarakat dapat cepat mengerti.

Menurut pendapat tersebut maka pembebasan buta aksara ini tidak hanya
mengajari membaca atau menulis, tetapi juga bisa memecahkan masalah yang
dihadapi masyarakat, sehingga bisa hidup mandiri dan berkembang, disesuaikan

dengan keadaan masyarkat yang menjadi peserta program penuntasan buta aksara.

Menurut Thsan (2013), Adman (2007), Hiryanto (2008) penyebab buta

aksara adalah masyarakat tersebut tinggal di daerah sangat terpencil dan terisolasi,
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ekonomi keluarga sangat lemah serta motivasi belajar sangat rendah, pendidikan
dari keluarga. Hal ini menjelaskan bahwa faktor lokasi juga sangat mempengaruhi
arus pendidikan, jika lokasi sulit di jangkau maka kemungkinan besar di tempat
itu banyak penduduk buta aksara; ekonomi juga mempengaruhi karena kadang
keluarga miskin tidak mampu mensekolahkan anaknya dan anaknya terpaksa
membantu orang tua bekerja; tidak ada keinginan belajar pendidikan rendah,
seperti budaya yang penting bisa bekerja, maka turut juga menyumbang tingginya
buta aksara; dan pendidikan dari orang tua, jika orang tua putus sekolah kadang

anak juga mengikuti, karena tidak diarahkan orang tuanya.

Menurut Sitepu (2012) Pemerintah (government) secara etimologis,
berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu “kubernan™ atau sebagai nakoda kapal.
Artinya, menatap kedepaan. Lalu, perkataan “memerintah” berarti melihat
kedepan, menentukan berbagai kebijakan diselenggarakan untuk mencapai tujuan
masyarakat atau negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat masa
mendatang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong
perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat pada

tujuan yang telah ditetapkan.

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perguruan Tinggi menurut
PP Nomor 60 Tahun 1999dan Sitepu (2012) di atas maka, yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan satuan
pendidikan tinggi berusaha menyelesaikan masalah publik yaitu pemberantasan
buta aksara, karena pendidikan tinggi dianggap mampu menyelesaikan masalah

keaksaraan.

Beberapa alasan yang dianggap penting bagi peneliti mengapa hal di atas
harus diteliti, yaitu: a) buta aksara di Jember masih tinggi (lihat pada tabel 1.1hal.
4) yang akan dijelaskan pada halaman 4; b) menurut Hiryanto (2008) buta aksara
erat  kaitannya dengan  kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan,
ketidakberdayaan; ¢) menurut Adman (2007) buta aksara dapat menggagalkan

program Wajib Belajar 9 Tahun yang dicanangkan pemerintah; d) menurut
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Kuntoro (dalam Wilastinova 2011) dan Sudiyono (2013) fakor budayalah yang
menjadi penyebab paling tinggi kenapa seseorang menjadi buta aksara; ) menurut
Ariestea (dalam andriana 2013) salah satu faktor yang menentukan tinggi
rendahnya suatu bangsa dapat diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya;

Alasan di atas akan dijabarkan peneliti sebagai berikut.

Pertama, buta aksara di Jember masih tertinggi daripada daerah
disekitarnya. ‘“Kabupaten Jember sebagai kota pendidikan ketiga setelah
Yogyakarta dan Malang ternyata menjadi kota dengan angka buta aksara tertinggi

di Jawa Timur” (diakses http://www.Jemberpost.com). Ini terjadi pada tahun

2013. Tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2012 dalam Tempo Post mengatakan
Kabupaten Jember mendapatkan peringkat satu nasional kabupaten paling
tertinggi buta aksaranya se-Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal
Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan awal 2010, sebanyak 142 kabupaten di Indonesia mendapat perhatian
untuk penuntasan buta aksara. Kabupaten yang memiliki warga buta aksara paling

banyak adalah Jember 232.000 orang(diakseshttp://www.tempo.co).

Tabel 1.1  Alokasi sasaran dan anggaran keaksaraan dasar bagi Kabupaten
berpenduduk padat tuna aksara

Penduduk Tuna Aksara Usia Alokasi Bantuan 2013
15-59 tahun
Provinsi No Kabupaten Orang persentase Sasaran Anggaran Rp
(orang)

Sumatra 1 Nias Selatan 52.460 36,91 3.000 1.080.000.000

Utara

Banten 2 Tangerang 52.08 3,22 3.000 1.080.000.000

Jawa Barat 3 Indramayu 110.344 13,30 3.000 1.080.000.000
4 Bogor 106.815 2,79 3.000 1.080.000.000
5 Cirebon 76.321 5,90 1.500 540.000.000
6 Karawang 69.763 5,34 1.500 540.000.000
7 Bekasi 62.894 4,17 1.500 540.000.000

Jawa 8 Brebes 102.582 8.89 3.000 1.080.000.000

Tengah 9 Sragen 51.489 8.46 1.500 510.000.000
10 Tegal 30.339 7.46 1.300 310.000.000

Jawa 11 Jember 181.384 13.83 3.000 1.030.000.000

timur 12 Sumenep 138.261 24.66 2.500 900.000.000
13 Sampang 131.441 26.70 2.500 900.000.000
11 Bangkalan 87.063 18.84 1.500 340.000.000
13 Probolingso 36.212 18.30 1.300 310.000.000
16 Malang 80.572 1,51 1.500 310.000.000
17 Pasuruan 72.5337 8.50 1.300 310.000.000
18 Bojonegoro 638.883 9.05 1.5300 340.000.000
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19 Pamekasan 67.505 18.23 1.500 5340.000.000
20 Tuban 64.640 11.20 1.500 340.000.000
21 Situbond 61.515 19.81 1.500 540.000.000
22 Banyuwangi 39.985 6.43 1.500 340.000.000
23 Bondowoso 34. 168 18.77 1.500 340.000.000
NTB 24 Lombok Tengah 914.131 24.91 1.500 5340.000.000
25 Lombok Timur 74.7147 16.61 1.500 310.000.000
26 Lombok Barat 65.990 21.31 1.500 540.000.000
Sulawesi 27 Gowa 34.132 14.33 2.000 720.000.000
Seatan
Papua 28 Jaya Wijaya 70.230 49.31 2.000 720.000.000
29 Lanny Jaya 68.831 64.86 2.000 720.000.000
30 Yahukime 67.566 70.78 2.000 720.000.000
31 Puncak 33.8335 76.88 2.000 720.000.000
32 Tolikara 31.511 33.26 2.000 720.000.000
33 Paniai 30.991 66.37 2.000 720.000.000
Jumlah 64.500 23.220.000.000

Sumber: Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, Dan Pengelolaan Bantuan Pendidikan
Keaksaraan Dasar(2013)

Penduduk Buta Aksara Menurut Jenis Kelamin pada tingkat
Kab/KotaJawa Timur Tahun 2010
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Gambar 1 Diagram Penduduk buta aksara menurut jenis kelaminpada tingkat kab/kota di
Jawa Timur tahun 2010(Sumber : Bapeda Jatim, 2010)

Penetapan Jember sebagai penyandang buta aksara tertinggi ini menjadi

perdebatan antara pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemerintah Pusat
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maupun BPS (Badan Pusat Statistik). Pasalnya akhir 2010 dinyatakan bahwa
204.069 warga Jember buta aksara pada usia 15 tahun ke atas atau sekitar 10,74
persen dari jumlah angka buta aksara secara nasional (1,9 juta orang). Data
Gambar 1 pada Bapeda Jatim membenarkan data dari BPS bahwa Jember
memang memilki buta aksara tertinggi. Junaidi dalam Jaringan News mengatakan
"Padahal, tahun 2007 dan 2009 Pemerintah Kabupaten Jember mendapat piagam
penghargaan dari pemerintah pusat karena dinilai berhasil memberantas buta
aksara” (diakses darihttp://www.Jaringannews.com). Namun Kabid PLS
Dispendik, Sudiyono, mengatakan angka buta aksara di Jember tahun 2012
mencapai 109.932 jiwa (http:/www.MemoTimurOnline.com). Perbedaan ini
yang menjadi perdebatan, apakah data yang digunakan BPS itu data lama, atau
mungkin terdapat perbedaan dalam kriteria penetapan yang tergolong buta aksara.
Pendidikan yang bagus ditunjang dengan adanya perguruan tinggi UNEJ dan
beberapa perguruan tinggi swasta tetapi tidak sejalan dengan kenyataan buta
aksara masih menjamur di Kabupaten Jember. Peran pengabdian pada masyarakat

kurang bisa terlaksanakan, dilihat dengan banyanya penyandang tuna aksara.

Kedua, Adman (2007) mengatakan pemerintah dengan berbagai upaya
terus melaksanakan pemberantasan buta aksara karena buta aksara erat kaitannya
dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketidak berdayaan. Masalah
buta aksara sangat memprihantikan, tidah hanya tugas pemerintah saja untuk
menyelesaikan masalah ini, tetapi juga harus dibantu lembaga sosial yang
bergerak dibidang pendidikan dan masyarakat, agar permasalahan ini bisa cepat

teratasi.

Ketiga,menurut Adman (2007),buta aksara dapat menghambat suksesnya
Wajar 9 tahun karena berdasarkan berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa
apabila orang tua anak menyandang buta aksara, maka anaknya cenderung tidak
sekolah dan kalaupun sekolah potensi untuk mengulang kelas dan putus sekolah
pada kelas-kelas awal SD besar kemungkinan terjadi. Berdasarkan pendapat ini,
maka keberadaan masalah buta aksara dapat mengancam perkembangan

pendidikan, khususnya di kabupaten Jember. Proses perbaikan tingkat SDM
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menjadi terhambat, maka tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan
banyak masyarakat yang akan hidup dibawah garis kemiskinan.

Keempat, Kuntoro dalam Wilastinova (2011) mengatakan disamping faktor
kemiskinan baik struktural dan absolut, penyebab buta aksara juga dipengaruhi
oleh masih tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Kasus untuk Kabupaten
jember mantan Kepala Bidang Pendidikan Formal dan Informal Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember tahun 2013, Sudiyono mengatakan faktor budayalah, yang
menjadi penyebab paling besar kenapa seseorang mengalami buta aksara,
walaupun di daerah itu akses pendidikannya sulit, tetapi kalau budaya sekolahnya
tinggi, pasti akan mencari jalan untuk akses pendidikan. tetapi kalau tidak, ya
paling-paling bilang ya sudah. Apalagi untuk kaum perempuan, masih ada
anggapan nanti kembali juga ke dapur. (diakseshttp://www.Suryaonline.com)

Kelima, menurut Ariesta (2008:10) dalam Andriyana (2013)mengatakan
bahwa: “Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya suatu bangsa dapat
diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Oleh karena itu, tingkat keaksaraan
penduduk suatu negara sangat menentukan dalam pembangunan manusia dan
merupakan suatu indikator untuk menetapkan indeks pengembangan sumber daya
manusia (SDM)”.

Menurut Adman (2007), buta aksara merupakan salah satu indikator dalam
penentuan tinggi rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) serta
penghambat suksesnya Wajar 9 tahun, karena berdasarkan berbagai hasil
penelitian menunjukkan bahwa apabila orang tua anak menyandang buta aksara,
maka anaknya cenderung tidak sekolah dan kalaupun sekolah potensi untuk
mengulang kelas dan putus sekolah pada kelas-kelas awal SD besar kemungkinan
terjadi. HDImerupakan angka penting yang menjadi standar internasional dalam
menentukankualitas sumber daya manusia suatu negara, dengan penilaian meliputi
usiaharapan hidup, pendapatan dan pendidikan.

Menurut Hiryanto (2008) pemberantasan buta aksara sangat diperlukan
karena hal-hal sebagai berikut.

4.3.1. Pertama, melek aksara merupakan hak dasar bagi
setiap orang, sekaligus sebagai kunci pembuka bagi
pemerolehan hak-hak dasar lainnya.
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4.3.2. Kedua, masalah buta aksara sangat terkait
dengan:

13. Kemiskinan

14. Kebodohan

15. Keterbelakangan

16. Ketidakberdayaan
4.3.3. Ketiga, buta aksara berdampak terhadap
pembangunan Bangsa, yakni:

4  Rendahnya produktivitas masyarakat

5 Rendahnya kesadaran untuk menyekolahkan

anak/keluarganya.

6  Rendahnya kemampuan mengakses informasi

7  Sulit menerima inovasi (pembaharuan)

8 Rendahnya indeks pembangunan manusia.

Hal ini sangat sering kita jumpai di daerah pedesaan yang khususnya jauh
di dalam pusat perkembangan suatu wilayah. Apalagi yang sangat sulit di jangkau
arus informasi dan transportasi, seperti yang di jelaskan dalam Petunjuk Teknis

Keaksaraan Dasar sebagai berikut.

“Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah
perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok
masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah
atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan,
keterampilan  serta sikap mental pembaharuan dan
pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan
komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan
dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan
keaksaraan yang memadai”. (Juknis Keaksaraan Dasar. 2013)

Melihat tingginya buta aksara lebih terfokus pada pedesaan, dalam proses

penuntasan buta aksara seharusnya difokuskan di desa..

UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3
tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional mengatakan bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pendidikan merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan
yang berkualitas, sebab dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan semua
potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat (melly.
2010).

Masalah publik perlu diselesaikan dengan kebijakan publik, menurut
Winarno (2010) penentuan kebijakan publik sangat krusial, karena
terselesaikannya permasalahan tergantung dengan isi kebijan tersebut.
Pemberantasan buta aksara ini sudah lama digaakkan, pada tahun 2006 ada
program Pemberantasana Buta Aksara Gugur Gunung, tetapi kondisi buta aksara
masih tinggi, kemudian muncul program GERAT, dengan inipun masih belum
terselesaikan.

Menurut tim pelaksana yaitu Laboratorium PLS, yayasan Pendidikan
Bunga Teratai, dan Tim penggerak PKK Kecamatan Sumbersari (2015),
permasalah yang muncul adalah adanya kesalahan dalam penentuan sasaran
masyarakat penderita tuna aksara, tidak sesuai dengan data yang dikasihkan oleh
Dinas Pendidikan, banyak masyarakat yang sudah pindah, meninggal, nama ganda
dan ada yang dicari tidak ada.

Masalah buta aksara nampaknya menjadi suatu masalah yang harus cepat
diselesaikan. Penjelasan di atas menggambarkan masih tingginya buta aksara di
Kabupaten Jember.

2. Rumusan Masalah

Menurut Lincoln dan Cuba (dalamMoleong. 2010) masalah penelitian
adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih
yang menghasilkan situasi yang membingungkan”. Faktor yang berhubungan itu
dapat berupa konsep, data empirik, pengalaman, atau unsur lainnya. Dengan kata
laian masalah adalah hubungan antara dua (beberapa) variable yang tidak atau

belum jelas. Berkaitan dengan pendapat tersebut maka rumusan masalah adalah
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beberapa pertanyaan yang harus terjawab atas permasalahan yang menjadi topik

penelitian.

Bardasarkan permasalahan diatas,maka rumusan masalah penelitian ini
adalah Bagaimana pelaksanaan program Gerakan Keaksaraan Terpadu di

Kabupaten Jember?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penilitian ini adalah terdeskripsikannya pelaksanaan program

Gerakan Keaksaraan Terpadu di Kabupaten Jember.
4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat

memberikan manfaat sebagai berikut.

B. Bagi ilmu pengetahuan
Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara nyata,
untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan, yang diberikan melalui karya ilmiah
dengan berdasarkan fakta, yang disinergikan dengan teori sdari ilmu pengetahuan.
Berguna untuk referensi yang menyuguhkan informasi bagi fihak-fihak yang
berkepentingan mengambil penelitian dengan topik yang sama.
C. Bagi Universitas
Memperdalam referensi dengan topik pemberantasan buta aksara, dan umpan
balik dari berbagai teori yang diberikan di bangku perkuliahan untuk diterapkan
pada realitas dilapangan.
D. Bagi Pemerintah
Mendorong percepatan pembangunan di daerah terutama penyelesain
masalah  buta  aksara.Mendapatkanbantuan = pemikiran,  tenaga,

ilmu,ketrampilan dan informasi baru yang berkaitan dengan konsep
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pemikiran arah pembangunan yang lebih jelas dan terarah, sehingga
pemerintah daerah dapat mengembangkan program yang tepat sasaran,

agar masyarakat bisa mencapai tingkat pembangunan yang ideal.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2009) dan Black & Champion
(dalam terjemahan Koswaradkk. 1999) tinjauan pustaka dirancang untuk
mengakrabkan penyelidik dengan informasi tertentu yang relevan menyangkut
topik yang diselidikidan meliputi tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu
berkaitan dengan masalah yang dibahas, kajian teori yang dikaitkan dengan
permasalahan yang dihadapi. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori Kemitraan, konsep Perguruan Tinggi, peran Perguruan Tinggi, dan

buta aksara yang akan dijelaskan sebagai berikut.
3. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan
seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy.Hal tersebut barangkali
dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy
ke dalam bahasa Indonesia.

Kebijakan memiliki banyak sekali pengertian, salah satunya yang
dikemukakan oleh Suharto (2005;7), bahwa :

“Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip

untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara

terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu”

Menurut Elau dan Prewitt (1973) dalam Suharto (2005;7), kebijakan
adalah sebagai berikut.
“Sebuah ketepatan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku
vang konsistensi dan berulang, baik dari yang membuatnya
maupun yang menaatinya (vang terkena kebijakan itu).”
Abiding (2002;193) menyatakan bahwa secara umum suatu. kebijakan
dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa

elemen, yaitu sebagai berikut.
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a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan
kebijakan itu, dimana tujuan suatau kebijakan dianggap baik apabila
tujuannya :

1)  Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang
sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang
tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan
faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional.

2) Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut
kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari
banyak pihak.

3) Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu
realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan
tingkat validitas suatu kebijakan.

4) Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu
kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang
tidak benar atau sudah kadaluarsa.

Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan kekuasaan dan wewenang yang
dapat dipakai untuk membina kerjasamadan meredam serta menyelesaikan
berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian
kehendak.Kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai
tujuan tertentu Heglo (2004).Pendapat ahli lainnya menyebutkan bahwa kebijakan
merupakan kekuasaan mengalokasi nilai-nilai  untuk masyarakat secara
keseluruhan Easton (2004).Ini mengandung konotasi tentang kewenangan
pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu
organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali
pemerintah.

2.1.1 Defenisi Kebijakan Menurut Para Ahli

Jenkins (1978;15) menyebutkan bahwa kebijakan negara (public policy)
adalah “a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors

concerning the selection of goals and the means of achieving the within a
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spesified situation where these decision should, in principle, be within the power
of these actors” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh
seorang pelaku/aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan
dengantujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu
situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam

batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut.)

Siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah sebagaimana
dilakukan oleh Dunn (1998;21) menunjukkan bahwa suatu kebijakan disusun dari
adanya masalah kebijakan yang dituangkan dalam rumusan masalah
kebijakan.Dari rumusan masalah ini suatu kebijakan disusun, sehingga dalam
siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah, kebijakan yang telah
ditetapkan selanjutnya dilaksanakan yang diikuti dengan pemantauan untuk
melihat hasil kebijakan.Data hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan untuk
menilai (evaluasi) kinerja kebijakan. Hasil evaluasi inilah yang selanjutnya dapat
digunakan sebagai bahan untuk memprediksikan (meramalkan) masa depan

kebijakan.
2.1.2 Kebijakan Pemerintah Daerah

Seperti penjabaran sebelumnya kebijakan adalah suatu tindakan yang
bermaksud untuk mencapai tujuan. Kebijakan pemerintah daerah adalah suatu
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu pemerintah Kota
Makassar untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Seperti dalam
skirpsi ini, kebijakan pemerintah daerah yang diambil yaitu Peraturan Daerah
tentang Pembinaan anak jalanan No.2 tahun 2008, dimana Peraturan Daerah
tersebut mengusung tentang kebijakan pembinaan anak jalanan yang harusnya
anak jalanan tersebut harusnya diberdayakan dan di beri perlindungan hukum.
Kebijakan sendiri merupakan aturan yang harus dijalankan dan wajib di
laksanakan. Peraturan Daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah
diberikan kepada pemerintah daerah dalammenyelenggarakan pemerintahan di

daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-
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undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahandaerah dengan
menetapkan Perda

4. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau
tujuan yang diinginkan. jika implementasi kebijakan publik dipandang dalam
pengertian luas, maka implementasi merupakan alat administrasi hukum dimana
para aktor, organisasi, prosedur, dan tekhnik yang bekerja bersama-sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang diinginkan.
implementasi kebijakan merupakan tekhnik yang paling krusial dalam proses

kebijakan publik (Winarno, 2004:101).

Pandangan di atas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi
kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan
adminstratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang
telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran,
melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan poltik, ekonomi, dan
social yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala
pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun
yang tidak diharapakan.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana
pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan
pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa

Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman. 2002).

Pengertian pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan
bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.
Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
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Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha - usaha yang dilaksanakan
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan
ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa
yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara
yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah
program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,
langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan
guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan
bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh
pemerintah harus sejalan dengan kond isi yang ada, baik itu di lapangan maupun
di lvar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur
disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai
berikut:

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan
baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian
informasi, kejelasan informa si dan konsistensi informasi yang disampaikan;

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu
terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna
pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas
sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program
khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya

dari mereka yang menjadi implementer program,;

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang
mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam
mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang
baku.

Keempat faktor di atas, di pandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses

implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara
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suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi
sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu sebagai berikut.

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program
perubahan dan peningkatan;

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses
implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program
senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Proses implentasi dapat dirumuskan sebagai: “those actions by publicor
private individuals (or groups) that are directed at achivement of objectives seth
forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijaksanaan). Meter dan Horn (1972) dalam Wahab (2004: 65)

Kondisi di lapangan, adalah pijakan dari perhatian sebuah implementasi
kebijakan terutama, setelah sebuah program disahkan atau diberlakukan. Makna

implementasi kebijakan adalah:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus bagian
implementasi kabijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan
kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman
kebijakan negara, yang mencangkup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannyakanya maupun untuk menimbulkan
akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian”. Mazmanian dan Sabatier (1979) (dalam Wahab, 2004:
65)

Sebenarnya implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu:
siapa yang mengimplementasikan kebijakan, hakikat dari proses administrasi,
kepatuhan pada kebijakan, dan efek dari implementasi kebijakan (who is involved

in policy implementation, the nature of the administrative process, compliance
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with the policy, and the effect of implementation on policy content and impact).
(Anderson 1979: 92-93) Lebih lanjut implementasi adalah studi perubahan,
bagaimana perubahan itu terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan itu dapat
dimunculkan. Implementasi juga merupakan studi tentang mikro struktur dari
kehidupan politik; bagaimana organisai diluar dan didalam sistem politik
menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-
motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin

membuat mereka bertindak secara berbeda (Person, 2005: 463).

Proses implementsi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut
prilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan
program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran ( target group ),
melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan
sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua
pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang
diharapkan (" intended ) maupun yang tidak diharapkan ( sepillover/negative
effects ). Dengan demikian impementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami
apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang ditimbulkan

dari program kebijakan itu.

Disamping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan
administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang

berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Meter dan Horn (Budi Winarno, 2002;102) membatasi implementasi
kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu
(kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan

sebelumnya.
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Meter dan Horn (Subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa terdapat
enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan
harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran
kebijakan kabur,

2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya,
baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor
sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga
diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu
program.

4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-
norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu
akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya
ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan
bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau
menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite
politik mendukung implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon
implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk
melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas
disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri
dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari
hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu
proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi
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kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir

(output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.
2.2.1. Model-model Implementasi Kebijakan

Kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau
program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinanan cara menjalakan
perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagiamana proses kebijakan implemenasi

itu berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

Garis besar model implementasi kebijakan dapat dibedakan menjadi empat

yaitu :
1. The Analysis of failure ( model analisis kegagalan),

2. Model Rasional (top down) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana

yang membuat implementasi sukses.

3. Model pendekatan Bottom-up kritikan terhadap model pendekatan top-
downdalam kaitannya dengan pentingnyafaktor-faktor lain dan interaksi

organisasi,
4. Teori-teori hasil sintesis (hybrid theories).

(Parsons,2005,465)

Untuk keperluan penelitian ini, akan diambil beberapa pandangan
mengenai implementasi, masing-masing pandangan akan dijadikan model analisis
implementasi kebijakan program pemberantasan buta aksara, model tersebut

diantaranya yaitu:
A. Model Pendekatan Top-Down Van Meter dan Van Horn

Proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang

akan dilaksanakan Van Meter dan Van Horn (1975;477) (lihat Widodo, 2007;86),
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memandang implementasi kebijakan sebagai “thos actions by public or provide
individual-individual(or group) that are directed at the achievement of objectives
set forth inprio policy decision” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan). Selanjutnya keduan menawarkan suatu pendekatan yang mencoba
untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model
konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (performance).
Mereka menegaskan pendiriannyabahwa perubahan,kontrol, dan kepatuhan
bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur
implementasi. Dengan memanfaatakan konsep-konsep tersebut makapermaslahan
yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang
terjadi dalam mengenalkan perubahan dan organisasi? Seberapa jaukah tingkatan
efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjag struktur? (masalah
ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam
organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterkaitan masing-

masing orang dalam organisasi?
(hal ini menyangkutmasalah kepatuhan).

Meter dan Horn kemudian berusaha untuk membuat tropologi kebijakan
menurut: (1) jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan, (2)
jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang
terlibat daam proses implementasi. Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa
proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan
semacam itu,dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila
peubahan yang dikehendaki relative sedikit, sementara kesepakatan terhadap

tujuan — terutama dari mereka yang mengoprasikan program di lapangan relative
tinggi.

Berbagai Hal lain yang dikemukakan kedua ahli di atas ialah bahwa jalan

yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh
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sejumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan. Variable-
variable tersebut adalah (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber-sumber
kebijakan; (3) ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana; (4) komunikasi antar
organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (5) sikap para pelaksana;

dan (6) lingkungan ekonomi sosial danpolitik.

A. Model pendekatan implementasi kebijakan top-down  kaitan dengan
kebijakan program pemberantasan buta aksara, berdasarkan kaian peneliti bahwa
kebijakan program pemberantasan buta aksara merupakan kebijakan yang dibuat
secara langsung oleh pemerintah pusat yang kemudian direspons secara positif

oleh pemerintah daerah. Terutama Kabupaten Jember.
B. Model Pendekatan Bottom-Up Smith

Persons (2005: 471) mengatakan bahwa Model bottom-up menekankan
pada fakta bahwa implementasi “di lapangan” memberikan keleluasaan dalam
penerapan kebijakan. Kaitannya dengan implementasi kebijakan program
pemberantasan buta aksara, peran penyelenggaraan dan petugas lapangan PLS
seperti TLD, penilik adalah sangat penting dalam menjamin keberhasialan

implementasi kebijakan program.

Smith (1973) (lihat Quade, 19977; Islamy, 2001) memandang
implementasi sebagai proses atau alur, melihat proses kebijakan dari perspektif
perubahan sosial politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan
untuk mengadakan perbaikan atau perubahan. Lebih lanjut Smith mengungkapkan
bahwa ada emat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi
kebijakan yaitu: (a) idealized policy adalah suatu pola interaksi yang
diidealisasikan perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong,
mempengaruhi, dan merangsang target group, untuk melaksankannya; (b) farget
group yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi
pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena
target group ini mendapat banyak pengaruh dari kebijakan, makan diharapkan

dapat menyesuaikan pola-pola perilakunya dengan kebijakan yang dirumuskan;
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(c) implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit
birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan; (d)
environmental factors, yaitu unsur-unsur didalam lingkungan yang mempengaruhi

implementasi kebijakan (seperti aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik).

C. Model Pendekatan Sintesis (Hybrid theories) Mazmanian dan Sabatier

Sabatier (1986) (lihat Parsons, 2005: 487-488) mengkaji implementasi
menuju suatu sintesis mengatakan bahwa tahap-tahap kebijakan (policy-stages)
tidaklah mampu memahami proses pengambilan kebijakan, karena memilah-
milahnya menjadi serangkaian bagian (selection) yang sifatnya tidak realistis dan
artifisial. Karena itu dari sudut pandang ini, implementasi dan policy-making
menjadi kesatuan proses yang sama. Kontribusi awalnya terhadap studi
implementasi muncul bersama dengan pertimbangan model fop-down yang ditulis

bersama Mazmanian pada 1979.

Frameworknya kemudian dimodifikasi sesuai dengan riset yang dilakukan
Sabatier pada tahun 1986 terhadap evaluasi kasus model bottom-up seperti yang
dikembangkan oleh Hjern dan Porter yang mengatakan bahwa implementasi
sebagai hubungan inter-organisasi. Sehubungan dengan hal ini, Sabatier
mengemukakan bahwa sintesis dari dua posisi (model fop-down dan bottom-up)
tersebut dimungkinkan dengan mengambil wawasan dari Hjern dan Porter untuk
dipakai pada dinamika implementasi inter-organisasi dalam bentuk network,
model fop-down memfokuskan perhatiannya pada institusi dan kondisi sosial
ekonomi yang menekankan prilaku. Sintesis ini disempurnakan melalui
pemakaian konteks policy subsystem, yaitu semua aktor terlibat secara interaktif
satu sama lain dalam proses politik dan kebijakan. Dan dibatasi oleh parameter

yang relatif stabil serta kejadian di luar subsystem.

Secara lebih jelas (Islamy, 2001), menyatakan bahwa Policy Subsystem
adalah aktor-aktor kebijakan yang berasal dari organisasi publik maupun privat

secara aktif mengkaji dan mengkritisi suatu masalah kebijakan tertentu. Hal
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penting dari model implementasi kebijakan ini adalah kedudukannya sebagai
bagian berkesinambungan dari pengambilan kebijakan (engonging part of policy
making) dalam ACS (Advocacy coalitions), atau pendapingan para aktor
kebijakan dengan berbagai eleme yang ada di masyarakat. Dengan kata lain
Advocacy Coalitions, adalah aktor-aktor dari berbagai organisasi publik dan privat
yang memiliki serangkaian sistem kepercayaan yang berusaha merealisasikan

tujuan bersama sepanjang waktu.
D. Model Pendekatan George C. Edwards III

Menurut pandangan Eward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
empat variabel, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur

birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain

(Subarsono, 2005: 90).

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi menyatakan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan
sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target
group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Jika tujuan dan
sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh
kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari
kelompok sasaran. Keberhasilan program buta aksara, salah satu
penyebabya karena satuan tugas secara intensif melakukan sosialisasi
tuyjuan dan manfaat program pemberantasan buta aksara terhadap

kelompok sasaran (target group).

2. Sumber daya, walaupun isi dari kebijakan sudah dikomunikasikan secara
jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan-kekurangan
sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan
efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni

kompetensi implementor, sumber daya finansial.

3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor seperti Lomitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
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implementor kebijakan Program Pemberantasan buta aksara memilik
disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (policy maker).

4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang
penting dari setiap organisai adalah adanya prosedur yang standar

(standard operating procedure).

E. Model Pendekatan David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weiner dan Vining (1999: 396) dalam Subarsono
(2005: 103) dikatakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat
mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program yakni: 1) logika kebijakan,
2) lingkungan tempat kebijakan dioprasikan, 3) kemampuan implementator

kebijakan.

Logika dari suatu kebijakan ini dimaksudkan agar kebijakan yang
ditetapkan masuk akal (reasanable) dan mendapat dukungan teoritis. Pemerintah
untuk meningkatkan mutu pendidikan dan berusaha untuk memberantas buta
aksara tentunya logikanya pemerintah harus menyediakan dana yang cukup

seperti sehingga program dapat berjalan secara maximal.

Kemampuan implementor, maksudnya adalah keberhasilan dari
implementasi kebijakan Program pemberantasan buta aksara ditentukan oleh
kompetensi, dan  keterampilan dari para implementor dalam
mengimplementasikan program pemberantasan buta aksara. Hogwood dan Gunn
(lihat Hill, 1993: 9) menyatakan bahwa: untuk dapat mengimplementasikan suatu
kebijakan secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa

kondisi atau persyaratan tertentu sebagai berikut.
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1) The circumstances external to implementing agency do not
impose crippling constraints; 2) that adequate time and sufficient
recources are made avaialable to the programme; 3) that the
required combinations of resources is actually available; 4) that
the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause
and effect; 5) that the relationship between cause and effect is
direct and that there are few, if any, intervening links; 6) that
dependen y relatonships are minimal; 7) that there is
understanding of and agreement on, objectives, 8) that tasks are
fully specified in correct sequence; 9) that there is perfect
communication and coordination; 10) that those in authority can
demand and obtain perfect compliance.

( 1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan instansi pelaksana tidak
akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; 2. Untuk pelaksanaan program
tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai. 3. Perpaduan sumber-sumber
yang diperlukan benar-benar tersedia; 4. kebijakan yang akan diimplementasikan
didasari oleh suatu hubungan kuasalitas yang andal; 5. hubungan kuasalitas
bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; 6. Hubungan
saling ketergantungan harus kecil; 7. pemahaman yang mendalam dan
kesepakatan terhadap tujuan; 8 . kordinasi yang sempurna; 9. komunikasi dari
kordinasi yang sempurna ; 10. pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan

dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna).

Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu
telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi external
ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba tiba terjadi peristiwa penggantian
kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijaksanaan tersebut tdka berhasil
dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya
kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain:pelaksanaannya jelek (bad execut.on), kebijakannya sendiri jelek (bad
policy)atau kebijakan itu memang bernasib jelek (bad Iuck) (lihat Abdul
Wahab,2004; 62).
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Adapun koalisi aktor dalam implementasi suatu kebijakan sangatlah
dibutuhkan, maka koalisi aktor-aktor dalam konteks ini adalah suatu
persatuan/kesatuan (orang/organisasi/badan) yang berperan sebagai pelaku utama

dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam konteks pendidikan, koalisi aktor-aktor dalam implementasi
kebijakan pendidikan, dapat diartikan suatu bentuk peratuan/kesatuan
(orang/organisasi/badan) yang berperan sebagai pelaku utama dalam peaksanaan

(implementasi) suatu kebijakan pendidikan.

5. Buta Aksara

Ihsan (2013) mengatakan,aksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa
dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau
rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala
pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang
dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Buta aksara adalah ketidak mampuan seseorang untuk
membaca dan menulis tanda-tanda simbol dari sebuah sistem penulisan tata

bahasa.

Berdasarkan teori diatas aksara ini merupakan simbol penulisan bahasa
sebagai alat komunikasi antar manusia. Apabila seseorang tidak mampu mengerti
tentang simbol tersebut apa yang akan terjadi? Hal ini akan mempengaruhi
perkembangan manusia, karena tidak mampu memahami dengan keadaan yang
sedang terjadi, akibatnya tidak bisa berkembang dan tidak akan mampu bertahan

hidup di tengah perkembangan zaman.

Menurut Dhakidae (dalam Taryadi, 1999), Adman (2007), Hiryanto
(2008)buta huruf diartikan keberaksaraan fungsional, yaitu keberaksaraan yang

membuat seseorang mampu memecahkan persoalan sehari-hari dan bukan sekedar


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

bisa membaca abc saja, disesuaikan dengan kebutuhan dan profesi masyarakat,

agar masyarakat dapat cepat mengerti.

Menurut pendapat tersebut maka pembebasan buta aksara ini tidak hanya
mengajari membaca atau menulis, tetapi juga bisa memecahkan masalah yang
dihadapi masyarakat, sehingga bisa hidup mandiri dan berkembang, disesuaikan

dengan keadaan masyarkat yang menjadi peserta program penuntasan buta aksara.

Menurut Thsan (2013), Adman (2007), Hiryanto (2008) penyebab buta
aksara adalah masyarakat tersebut tinggal di daerah sangat terpencil dan terisolasi,
ekonomi keluarga sangat lemah serta motivasi belajar sangat rendah, pendidikan
dari keluarga. Hal ini menjelaskan bahwa faktor lokasi juga sangat mempengaruhi
arus pendidikan, jika lokasi sulit di jangkau maka kemungkinan besar di tempat
itu banyak penduduk buta aksara; ekonomi juga mempengaruhi karena kadang
keluarga miskin tidak mampu mensekolahkan anaknya dan anaknya terpaksa
membantu orang tua bekerja; tidak ada keinginan belajar pendidikan rendah,
seperti budaya yang penting bisa bekerja, maka turut juga menyumbang tingginya
buta aksara; dan pendidikan dari orang tua, jika orang tua putus sekolah kadang
anak juga mengikuti, karena tidak diarahkan orang tuanya.

Ariesta (2008:10) dalam Andriayana (2013)mengatakan bahwa: “Salah
satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya suatu bangsa dapat diukur dari
tingkat keaksaraan penduduknya. Oleh karena itu, tingkat keaksaraan penduduk
suatu negara sangat menentukan dalam pembangunan manusia dan merupakan
suatu indikator untuk menetapkan indeks pengembangan sumber daya manusia

(SDM)”.

Menurut Adman (2007) mengatakan buta aksara merupakan salah satu
indikator dalam penentuan tinggi rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM)
serta penghambat suksesnya Wajar 9 tahun karena berdasarkan berbagai hasil
penelitian menunjukkan bahwa apabila orang tua anak menyandang buta aksara,

maka anaknya cenderung tidak sekolah dan kalaupun sekolah potensi untuk
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mengulang kelas dan putus sekolah pada kelas-kelas awal SD besar kemungkinan
terjadi.

Berdasarkan pendapat di atas, pengaruh pandangan orang tua juga ikut
menyertai terjadinya masalah buta aksara. Pandangan masyarakat tentang
pendidikan nampaknya juga harus dirubah, disadarkan tentang pentingnya
pendidikan, ini yang perlu ditanamkan pada orang tua khususnya di wilayah
pedesaan yang kurang mengerti tentang pengetahuan.

Buta aksara ini harus segera dituntaskan karena bisa mempengaruhi indeks
pembangunan manusia. [PM ini dapat mempengaruhi martabat bangsa di mata
dunia agar tidak di cap sebagai bangsa bodoh dan bisa dipercaya nantinya untuk
SDM masyarakat dalam bursa pasar kerja dunia, sehingga bisa mengurangi
jumlah penganguran. Buta aksara juga dapat menggagalkan upaya pemerintah
dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan program wajib belajar 9
tahun.

Mengapa perlu pemberantasan buta aksara secara lebih lengkap akan
dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, melek aksara merupakan hak dasar bagi setiap
orang, sekaligus sebagai kunci pembuka bagi pemerolehan
hak-hak dasar lainnya.Kedua, masalah buta aksara sangat
terkait dengan:kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan
ketidakberdayaan.Ketiga, buta aksara berdampak terhadap
pembangunan Bangsa, yakni: rendahnya produktivitas
masyarakat, dan rendahnya kesadaran untuk menyekolahkan
anak/keluarganya, rendahnya kemampuan mengakses
informasi, sulit menerima inovasi (pembaharuan), rendahnya
indeks pembangunan manusia.(Hiryanto. 2007)

Konsep diatas memperkuat dari konsep-konsep sebelumnya mengapa
sangat penting sekali buta aksara untuk diberantas. Lingkaran buta aksara di atas
menjadikan masyarakat yang sedang mengalami sulit untuk keluar, karena adanya
hubungan yang runtut. Pemerintah disini menjadi harapan masyarakat untuk
mengentaskan masyarakat dari ketidak berdayaan. Hal ini juga didukung dengan
keadaan mayarakat penyandang tuna aksara yang jauh dari peradaban dan banyak
permasalahan yang menghimpitnya, sesuai dengan pernyataan di dalam Petunjuk

Teknis Pengadaan Penyaluran Dana Keaksaraan Dasar sebagai berikut.
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“Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah
pedesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok
masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan
rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal
pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan
dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan
komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala
kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki
kemampuan keaksaraan yang memadai” (Juknis Keaksaraan
Dasar. 2013).

Pendapat di atas menjelaskan, bahwasannya sebagian buta aksara terdapat
di pedesaan yang jauh dali pusat perkembangan ilmu pegetahuan dan jauh dari
perkotaan. Objek yang sangat strategis untuk dijadikan pusat pemberantasan buta
aksara seharusnya dilingkungan pedesaan yang jauh dari lokasi pusat pendidikan.
Oleh karena itu, apakah kebijakan yang dilakukan Perguruan Tinggi dalam
memusatkan pengabdiannya di lingkungan yang menjadi pusat tingginya buta
aksara juga perlu di lihat secara mendalam atas peletakkan mahasiswanya melalui
kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Peran Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan
darma pengabdian kepada masyarakat sangatlah penting bagi masyarakat karena

tingginya buta aksara di Kabupaten Jember.
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Black & Champion (dalam terjemahan Koswara dkk. 1999) blue
print (cetakbiru) bagi kegiatan penyelidik menetapkan bagaimana hendaknya
penyelidik menguji ... mempelajari subjek, atau menerangkan atas masalah yang
menjadi topik penelitiannya. Metodologi penelitian sangat penting sebagai
pedoman peneliti untuk memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang
diteliti. Sesuai dengan pernyataan di atas, maka dalam bab metode penelitian ini
akan diungkapkan teknik-teknik yang akan digunakan dalam melakukan
penelitian yaitu sebagai berikut.

6. Pendekatan dan Tipe Penelitian

7. Fokus Penelitian

8. Lokasi dan Waktu Penelitian

9. Data dan Sumber Data

10. Penentuan Informan

11. Teknik Pengumpulan Data

12. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

13. Metode Analisis Data

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan dan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
deskriptif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:35) yang
menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang keberadaan
variabelnya mandiri dan tidak ada perbandingan variabel itu pada sampel yang
lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain”.

Model pendekatan teori yang digunakan adalah deduktif, karena menurut
peneliti teori masih dianggap penting untuk menentukan arah penelitian dan untuk
menganalisis data. Menurut Bungin (2007) pendekatan deduktif atau deduksi
merupakan pedekatan dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih
dan menentukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan
di lapangan sampai dengan menguji data.
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of

Gamabar 3.Basic Model: Scientific Process. (Wallace dalamStribley. 1978)

Berkaitan dengan tipe penelitian yang digunakan maka penelitian ini
bertujuan untuk memberi gambaran dan uraian secara jelas pelaksanaan program
Gerakan Keaksaraan Terpadu (GERAT) dalam memberantas buta aksara yang
bekerjasama dengan tim pelaksana kegiatan pelaksanaan program. Buta aksara ini
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merupakan masalah publik, tanpa ada campur tangan lembaga sosial dan
pemerintah, masalah ini tidak akan bisa terselesaikan.

3.2 Fokus Penelitian

Suatu penelitian berangkat dari adanya suatu masalah. Oleh karena itu
dalam penelitian sangat memerlukan fokus penelitian. Menurut Sugiyono
(2011:207), batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus,
yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Fokus dalam penelitian ini adalah gambaran dan uraian secara jelas
pelaksanaan program Gerakan Keaksaraan Terpadu (GERAT) dalam
memberantas buta aksara yang bekerjasama dengan tim pelaksana kegiatan
pelaksanaan program. Hal ini menjadi topik penelitian karena menurut
Hiryanto(2008) masalah buta aksara sangat terkait dengan kemiskinan,
kebodohan, keterbelakangan ketidakberdayaan.

Masyarakat akan tertinggal oleh zaman dan tidak bisa berkembang, jika
masalah buta aksara ini tidak cepat diselesaikan. Sejahtera hanya menjadi impian
yang tak akan terealisasikan dan kehidupan masyarakat akan terus di jurang
kemiskinan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian dalam sebuah penelitian merupakan
hal yang penting untuk mambatasi daerah dan waktu penelitian. Lokasi penelitian
menurut penulis yaitu tempat peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk
memperoleh informasi dan data yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari
masalah yang diangkat. Menurut buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember
(2012), lokasi dan waktu penelitian mencangkup daerah sasaran dan waktu
penelitian (kapan penelitian akan dilaksanakan). Lokasi penelitian ini akan
dilakukan pada tim pelasana Kecamatan Sumbersari dan Pemerintah Daerah yang
dimaksu dadalah Dinas Pendidikan.

a. Data dan Sumber Data

Data merupakan sumber utama dan kunci dari sebuah pembuktian
kebenaran dari penelitian. Jawaban atas rumusan masalah dan permasalahan yang
menjadi objek penelitian. Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2009)
mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat
berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan
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pengertian sumber data dalam Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2009)
adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian.

Data terbagi dalam dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, sedangkan
data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau
sumber informasi lainnya. Penelitian ini, akan menggunakan kedua jenis data
tersebut. Data primer diperoleh dari observasi atau pengamatan dilapangan secara
langsung dan melalui wawancara kepada informan terkait gambaran dan uraian
secara jelas pelaksanaan program Gerakan Keaksaraan Terpadu (GERAT) dalam
memberantas buta aksara yang bekerjasama dengan tim pelaksana kegiatan
pelaksanaan program, sedangkan data sekunder diperoleh hasil-hasil yang telah
dilakukan.

3.5 Penentuan Informan

Penentuan informan sangat dibutuhkan untuk suatu penelitian dalam
memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Menurut Pratiwi (2013)
informan dalam metode kualitatif berkembang terus (snowball) secara bertujuan
(purposive) sampai data yang dikumpulka dianggap jenuh (hasil tetap). Melihat
pendapat tersebut, peneliti merupakan bagian penting yang dapat menentukan
apakah data tersebut dapat terkumpul atau mengalami kegagalan, jadi alat
pengumpul data yang terpenting adalah peneliti. Informan adalah orang yang
memahami atas apa yang menjadi obyek penelitian secara mendalam. Teknik
penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik sampling purposive.
Menurut Sugiyono (2011:85), teknik sampling purposive merupakan teknik
penentuan sampel yang didasari atas pertimbangan tertentu. Menurut Faisal
(dalam Sugiyono, 2011:221) informan peneiti sebaiknya memenuhi kriteria
sebagai berikut.

17. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses
enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar pengetahuan.

18. Orang yang masih berkecimpung pada masalah yang diteliti.
19. Orang yang memiliki waktu memadai untuk dimintai iformasi.

20. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebi objektif bukan
sekedar subjektivitasnya.

21. Orang yang masih baru dikenal peneliti sehingga peneliti dapat menjadikanya
sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Berdasarkan pada pendapat diatas, maka peneliti akan mewawancarai
penelitian ini adalah:
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9 Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jember Ibu Yanti.
10 Tim PKK Kecamatan Sumbersari Ibu Umi
11 Lembaga Pendidikan Bunga Teratai

12 Pemerintah Daerah yaitu DinasPendidikanJember Bapak Sudiyono

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data Sugiyono
(2011:224). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik
pengumpulan data sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
Universitas jember (2009) merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta
instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data.
Pada penelitian ini, metode pengumpulan yang digunakan sebagai berikut.

E. Teknik Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2011:226) menyatakan bahwa
observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat
bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh
melalui observasi. Menurut Faisal (dalam Sugiyono, 2011:226)
mengklarifikasikan observasi menjadi tiga, yaitu: observasi partisipatif, observasi
terang-terangan dan tersamar, dan observasi tak berstruktur.

Pada observasi partisipatif terbagi menjadi empat, yaitu observasi
partisipasi pasif, observasi partisipasi moderat, observasi partisipasi aktif dan
observasi partisipasi lengkap. Hal ini, peneliti memilih observasi partisipatif
dengan jenis observasi partisipasi pasif dan observasi partisipasi moderat.
Observasi partisipasi pasif adalah peneliti datang di tempat kegiatan orang yang
diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi partisipasi
moderat artinya terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam
dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif
dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya (Sugiyono, 2011: 227). Peneliti
memilih observasi partisipasi pasif karena peneliti hanya melakukan pengamatan
gambaran dan uraian secara jelas pelaksanaan program Gerakan Keaksaraan
Terpadu (GERAT) dalam memberantas buta aksara yang bekerjasama dengan tim
pelaksana kegiatan pelaksanaan program.

F. Teknik Wawancara
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Esterberg (dalam Sugiyono, 2011:231) mendefinisikan wawancara adalah
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg
mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur,
semistruktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini, cara yang digunakan pada teknik
wawancara yaitu wawancara tak berstruktur di mana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, peneliti belum
mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh di lapangan, peneliti lebih
banyak mendengarkan apa saja yang dijelaskan oleh informan sehingga
memungkinkan data yang diperoleh lebih mendalam dan lengkap. Peneliti
menggunakan wawancara tak terstruktur yaitu wawancara mendalam dengan
Beberapa tim pelaksana yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan
Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan ini sangat dibutuhkan dalam penelitian
kualitatif. Karena dengan teknik ini maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan
tentang apa yang telah diperoleh dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012) dan
Sugiyono (2011:273)Triangulasi adalahteknikpemeriksaan keabsahan data dari
berbagai sumber yang lainnya dibandigkan dengan informasi yang diperoleh.
Menurut Moleong (2012) Trianggulasi dengan sumber dapat dicapai dengan
jalan: a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara; b.
Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang
dikatakannya secara pribadi; c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang
tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; d.
Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat seseorang; e.
membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang bersangkutan.

Pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria
kepercayaan (credibility) dan kepastian (confirmability). Menurut Moleong
(2012:324), kriterium derajat kepercayaan berfungsi: pertama, melaksanakan
inkuiri (pertanyaan/permintaan) sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan
penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-
hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataa ganda yang
sedang diteliti. Kreterium kepastian menurut Moleong (2012:324), berasal dari
konsep objektivitas menurut nonkualitatif, dikualitatif ketika pendapat, temuan
dan pandangan tertentu disepakati banyak orang maka hal tersebut adalah objektif.
Menurut Scriven (dalam Moleong 2012) selain itu aja unsur kualitas yang melekat
pada objektivitas. Hal ini lah yang disebut kepastian atau disebut juga objektif.
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Trianggulasi yang akandigunakan peneliti yaitu menggunakan trianggulasi
lintas metode. Data yang didapatkan dari informanakan di lihat kembali
kebenarannya dengan mencocokkan data hasil laporan dan sebagainya, sampai
ditemukan kesamaan atas jawaban dari rumusan masalah sehingga data menjadi
objektif.

3.8 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono Bogdan & Biklen (dalam Moleong. 2012), Seiddel
(dalam Moleong. 1998) dan McDrury (dalam Moleong. 2012), analisis data
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data dan menyusunnya
secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih-milahnya menjadi satuan yang dapat dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.
Komponen dalam analisis data yaitu:

4.3.4. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sugiyono
(2011:247). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti akan
merangkum segalahal yang berkaitan dengan tema penelitian, memilahnya
berdasarkan pembagian data dari masing-masing obyek penelitian dan
menggambarkan bentuk pola pelaksanaan kemitraan antara Perguruan Tinggi dan
Pemerintah Daerah.

4.3.5. Penyajian Data

Menurut Nahdi (2013) penyajian data merupakan salah satu kegiatan
dalam pembuatan laporan hasil penelitan yang telah dilakukan agar dapat
dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang
disajikan harus sederhana dan jelas agar muda dibaca.

Data yang sudah terkumpul akan dideskripsikan oleh peneliti
menggunakan bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya, sampai informasi yang terlihat
dapat menggambarkan keadaan dilapangan.

4.3.6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalahsuatuproposisi (kalimat yang disampaikan) yang

diambildaribeberapapremis (ide pemikiran) denganaturan-aturaninferensi (yang
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berlaku). Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir
pembicaraan(http://id.wikipedia.org/wiki/Kesimpulan). Penarikan kesimpulan
dilakukansecara terus-menerus selama proses penelitian dan merupakan tahapan
akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan awal bersifat sementara dan apabila tidak

ditemukan bukti yang kuat maka kesimpulan bisa berubah.
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan
multitafsir, dan merupakan pernyataan akhir sebagai jawaban atas permasalahan
yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program Gerakan Keaksaraan Terpadu
(GERAT) di Kabupaten Jember terdapat beberapa kekurangan dalam
pelaksanaannya. Kesimpulan mengenai kekuranngannya dapat dijelaskan sebagai
berikut.

15.  Pelaksanaan program Gerakan Keaksaraan Terpadu (GERAT) di

Kabupaten Jember banyak terdapat kesalahan dalam pembagian kelompok

sasaran, dikarenakan data yang digunakan adalah data lama, dan tidak

dilakukan pendataan tiap tahun;

16.  Kesalahan tidak dapat diganti karena berkaitan dengan peraturan
di atasnya;
17.  Implementasinya menggunakan kebijakan top-down, sehingga

tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;

18.  Waktu pembelajaran 6 bulan tetapi realisasinya hanya 3 bulan,
itupun belum tentu masyarakat sasaran program bila mengikuti kegiatan
ssecara keseluruhan, hal ini dirasa kurang untuk mengajari masyarakat;

19.  Kurannya koordinsi antara Dinas Pendidikan dengan tim

pelaksana.
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52  SARAN
Dari hasil penelitian dan pemahaman peneliti selama melakukan
penelitian, terdapat beberapa saran yang berguna bagi berjalannya pelaksanaan
program Gerakan Keaksaraan Terpadu (GERAT) di Kabupaten Jember yaitu
sebagai berikut.
G. Melakukan pendataan tiap tahun berapa jumlah real penduduk
yang termasuk buta aksara;
H. Harus diberikan diskresi kepada yang berkepentingan agar dapat
merubah kesalahan yang disesuaikan kondisi dilapangan dan tidak
terbentur peraturan;
L. Masalah pendataan warga diberikan tim pelaksana agar dana yang
telah turn benar-benar sampai kepada yang membutuhkan;
J. Waktu pembelajaran lamanya setahun agar efektif dan bisa
diaplikasikan oleh masyarakat buta aksara.
K. Koordinsi antara Dinas Pendidikan dengan tim pelaksana harus
lebih ditingkatkan agar tidak terjadi penumpukan pelaksana pada satu

lokasi, karena banyaknya tim yang elah ditunjuk..
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